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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIX INDONESIA
NO, J3J TAHGN 1967.

KaMi, FD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bhahwa dalam usaha meningketkan keglatan perekonomian
Jjang menjangkut pula masalah perkreditan dewasa ini,
perlu wmenladakaxnr pembebanan-pembebanan stas kredid
agar dapat lebih memanfaatkan dan mengefektlifkan masgalah
perkreditan dalam rangka stabllisasi dan rehabilitasi
ekgnomi gsesual dengan rentjana kerdja FPemerintah tahun
1907 3 '

h. bahwa sesunai dengan kebidjaksanaan Pemerintah untuk
meningkatkan produksi dan mengusahakan stabilisasi
ekonomi dianggap perlu melantjarkan proses perkreditan;

¢. bahwa pungutan sumbangen dari orang atau badarn jang
menperecleh kredit dari pemerintah atau badan-badan pem-
beri kredit adalah merupakan pembebaman atas kredit

jang dapat merupakan penghambatan dalem arus/kelantjaran
perkireditan ;

d. bahwa mengingat akan apa jang tersebut diatas demikian
pula sepandjang mengenal pemungutan~pemungutan dalam
usah&a memurnikan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1943,
perliu menindjau kembali Keputusan Presiden R,I./Panglima
Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonowl Ne. 18/KOTOE
tabur 1965 tentang Sumbangan Lalu Lintas Kredit jang
pada dasarnja tidak sesumi dengan Jang ditentukan dajam
Undang-undang Dasar 1945 ;

1. ggzgl 4 ajat 1 jo. pasal 23 ajat 2 Undang-undang Dasar
;

. Ketetapar M.P.R.S. NO.XXIXI/MPRS/1966;

Ketetapan M.P.R.S, NO,XXXIII/MPRS/1967;

. Keputusan Presgiden Republik Indounesia No, 17;/1967;

. Instruksi Presidium Kebinet Ampera No.lO/EK/IN/2/1967;
tanggal 6 Pebruari 1967;
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLYIK INDONESIA TENTANG PENTJABUTAN
BERLAXUNJA KEPUTUSAN PHESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGLIMA
BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI NO. 18/K0OTOE
TAHUN 1965 TRNTANG SUMBANGAN LALU LINTAS KREDIT, . .

Mentfgbut berlakunja Keputusan Presiden He ublik Indohesia
Panglime Besar Komando Tertlnggi Operasi Ekonomi No,18/KOTOE

tahun 1965 tanggal 13 Maret 1965 tent e
Lintas Kredit. . ang Sumbangan Lalu

_!;aﬂa]. '20.01.-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2,

Kepuiusan Presiden Republik Indonsesia ini mulail berlaku

pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sawpai tanggal
6 Pebruari 1967,

Ditetapkan di D jakx ar t a
pada tangzal e Wﬂa&m /?‘7'

PD. PRESIDEN BLIK YNDONESIA,
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SOEHART
DJENDERAIL, T.N,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN

ATAS
EEPUTUSAN PRESIDEY IEPUBLIK INDONESIA
No. £23 qamyuN 1967,

A. UMUM

Berkenan dengan Ingtruksi Presidium Kabinet Ampera NO.l0/EK/IN/2/
1967 tanggal 6 Pebruarl 1967 mengenai pelaksanaan kebidjaksanaan
perkreditan jang antara lain mengandung instruksi penghapusan pembe-
banan2 atas Xredit, seperti sumbangan Lalu Liptas Kredit sebagaimana
tersebut dalam Surat Keputusan Presiden Hepublik Indonesia/Panglima
Besar Kouando Tertinggi Operasi Ekonoml No.l8/KOTOE tanggal 13 Marei
. 1965, maka pemungutan sumbangan tersebut sedjak 6 Pebruari 1967 se-
tjara Materiel tidak lagi dilakukan. Sekalipun telah dikeluarkan
Instruksi Presidium Kabinet Ampera termaksud diatas, namun Betjara
formil masih diperlukan adanja Keputusan pertjabutaz oleh Presidea.
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Keputusan Pregiden ini dengan demikian merupakan suatu formalitas
belaka karena setjara materiel sumbangan lalu lintas kredit tersebut
tidak lagi dilakukan sedjak 6 Pebrupari 1967.
Instruksi Presidivm Kabinet NO, 10/EK/IN/2/1967 itu sebenarnja wempu-
: njai pula latar belakang konstitusionil disamping latar belakang

% ekonomie, karena ketjuali dimaksudkan untuk memperlantjar proses

. perkreditan djuga menjesnaikan dengan sjarat2 seperti jang dinjata-

4 kan dalam pasal 23 ajat 2 Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal mana ¢

tetapkan bahwa pelaksanzan pungutanZ haruslah dilakukan Lerdassarkan
. Unrdang-undang. -

Dilihat dari segi budget Negara maka pentjabutan berlakunja ketentuan

tentang Suwbangan Lalu Lintas Kredit tidaklab berarti karena Basil

pungutan termaksud hanja merupakan bagian jang tidak komposisl sum-
. ber-sumber penerimaan Negara. :

B, PASAY, DEMI PASAY,.

Pasal 1,
Tjukup @ jelas.

Pasal 2.

Berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet No.lO/EK/IN/2/1967, maka pa-
laksanaan pemungutan telah dibentikan sedjak & Pebruari 1957 dan
karenanja Keputusan pentjabutan ini perlu didaja-surutkan sampai
dengan tanggal 6 Pebrunari 1967.




